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Setiap manusia ingin hidup sejahtera. Untuk memenuhi hidup sejahtera, untuk 
memenuhinya manusia melakukannya dengan bekerja. Setiap manusia yang 
bekerja terikat dengan hubungan kerja dan tidak terikat hubungan kerja.penelitian 
dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018 
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus : PT. Putra Bungsu 
Abadi)”, memiliki rumusan masalah apa syarat-syarat pengakhiran perjanjian 
hubungan kerja di Perusahaan, dan apakah Putusan Hakim Agung dalam Putusan 
Mahkamah Agung No. 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018 sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui, memahami, dan menganalisis syarat-syarat pengakhiran hubungan 
kerja di Perusahaan, dan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 
1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena yang 
menjadi fokus penelitiannya adalah kegiatan mengkaji peratuan perundang-
undangan yang berlaku terhadap permasalahan hukum. Adapun sumber penelitian 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum dikumpulkan, kemudian dikelola dengan cara mengidentifikasi, 
memilah, dan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan masalah dan materi 
yang diteliti dan dianalisis. Landasan teori yang digunakan adalah pemutusan 
hubungan kerja dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1133 K/Pdt.Sus-PHI/2018. 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulkan bahwa syarat 
terjadinya pengakhiran dan/atau pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh 
pengusaha secara sepihak harus dilakukan dengan mendasarkan bukti yang sah 
dan valid. Dalam pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PT. Putra 
Bungsu Abadi, akibat para pekerja/buruh nya tidak masuk kerja dalam waktu 5 
(lima) hari, yang oleh hakim pengadilan hubungan industrial Manokwari 
dikategorikan mengundurkan diri atau mangkir, dalam menerapkan hukum 
dianggap salah oleh Mahkamah Agung karena pengusaha PT. Putra Bungsu 
Abadi dalam memutus sepihak para pekerjanya tidak pernah atau belum pernah 
memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketig secara berturut-turut, 
sehingga tidk dapat dkatakan mengundurkan diri atau mangkir. Rasio decedendi 
putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 







Every human being wants to live well. To meet the needs of a prosperous life, to 
fulfill it humans do it by working. 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 Concerning 
Termination of Unilateral Employment (Case Study: PT. Putra Bungsu Abadi) ", 
has the formulation of the problem of what are the conditions for terminating the 
employment relationship agreement in the company, and whether the Supreme 
Court's Decision in the Supreme Court's Decision No. 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 
2018 complies with the requested legislation. The purpose of this study is to study, 
evaluate, and analyze the terms of termination of employment relations in the 
Company, and the decision of the judge in the decision of the Supreme Court 
Number 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 2018. 
This study uses a normative legal research method, because the focus of the 
research is the activity of studying the unity of invitations that apply to legal 
issues. Legal research sources used are primary legal materials, secondary legal 
materials. Legal materials are collected, then managed by organizing, sorting, 
and classifying legal materials according to the problems and materials discussed 
and analyzed. The theoretical basis used is termination of employment and the 
decision of the Supreme Court Number 1133 K / Pdt.Sus-PHI / 2018. 
Based on the data analysis, the conclusions that need to be made and / or work 
decisions made by unilateral employers must be based on valid and valid 
evidence. In terminating the unilateral work relationship conducted by PT. Putra 
Bungsu Abadi, the workers / laborers did not come to work within 5 (five) days, 
which by the Manokwari Industrial Relations Court judge was categorized as 
resigning or being absent, according to the law requested by the Supreme Court 
because the entrepreneur PT. Putra Bungsu Abadi in unilaterally deciding his 
workers never or never gave the first, second, and third approval letters fully 
approved, so that it could not be said of resigning or being absent. The ratio of 
decedendi to the decision of the Supreme Court is based on the provisions of 
Article 161 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. 
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1. Syarat terjadinya pengakhiran dan/atau  pemutusan hubungan kerja dilakukan 
oleh pengusaha secara sepihak harus dilakukan dengan mendasarkan bukti 
yang sah dan valid. Dalam hal pemutusan atau pengakhiran hubungan kerja 
secara sepihak karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara 
sepihak setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat 
peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. 
2.  Dalam pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan  PT. .Putra Bungsu 
Abadi, akibat para pekerja/buruhnya tidak masuk kerja dalam waktu 5 (lima) 
hari, yang oleh hakim pengadilan hubungan industrial Manokwari  
dikatagorikan sebagai mengundurkan diri atau mangkir. Putusan hakim 
pengadilan hubungan industrial tersebut oleh Mahkamah Agung dianggap 
salah dalam menerapkan hukum, karena pengusaha PT. Putra Bungsu Abadi 
dalam memutus sepihak para pekerjanya tidak pernah atau belum pernah 
memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, 
sehingga tidak dapat dikatakan sebagai mengundur-kan diri atau mangkir. 
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